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bahwa untuk menindaklanjuti pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawattan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
schingga pengawasan masyarakat yang efektif dalam
rangka ikut, serta mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan
nepotisme; i;

bahwa pengﬁguan masyarakat yang mengandung

kebenaran lapat dipergunakan sebagai bahan
masukan peningkatan kapasitas Aparatur
Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum
pemerin terutama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa sehubs dengan hal-hal tersebut di atas
dan dalam| rangka intensifikasi penanganan

pengaduan masyarakat, perlu menerbitkan Pedoman

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam
bentuk Peraturan Bupati.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi {Lemlljaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran N

Republik Indoh:'zesia Nomor 4150); ?

/




Undangﬂnc_lﬂa_ng Nomor 5 Tahun 2014 tentang
hparatu; SIFJI.I Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Rep blik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250)

|
.
i

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan
Lembaran Nﬂi_kara Republik IndonesiaNomor 4439);

Undang-Un l: Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
i

Undang—Und:fﬂng Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
scbagaimana|g telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);|

Undangﬂnd%ng Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Ii‘leuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan #»embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503};i'§

Peraturan Pchaenntah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat D
Penyelenggaraan Negara;

h




Menetapkan

|

Peraturaan lkmﬂl'iﬂ{&h Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Ca'ra claksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pcmbemntaqan Tindak Pdana Korupsi;

Peraturan P‘é’mermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman | Pembinaan dan Pengawasan
Fenjrelenggali'pan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6{}4]}i:'

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peral Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman ngelolaan Keuangan Daerah ( Berita
Negara Repulﬁlﬂc Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

2010  tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan i Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa I{epangan,
|.

Peraturan | Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan |Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten BTmbana Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan I;ilnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Peraturan | Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016
Nomor 3); I

i
|

M SKAN :
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN
PELAKSAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA  INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

i

Ii Pasal 1
Pedoman lJelaksmman Penanganan  Pengaduan
Masyarakat [bada Inspektorat Daerah Kabupaten
Bombana dimaksud adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan ini.




Pedoman ir

Pasal 2

n diharapkan dapat menjadi acuan bagi

Inspf.:ktnrati Daerah Kabupaten Bombana dalam
 meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan
i maays!.rakat secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergik
. sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, dan
| wew&nangnﬁ
i i
. Peraturan Ep:upati ini mulai berlaku pada tanggal
| ditetapkan. |
| Agar setiap orang mnegetahuinya, memerinthkan
| pengundangan  Peraturan Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
. Bombana. |
Ditetapkan di Rumbi
& pada tanggal 5 2018
PARAR KOORDINASI |
NO | UNIT KERJA | PAHAF BUPATI BOMBAN
1 b 3
2 d Rl )
3t fendimi—fhdin oo Jt
L4 | Inspekfur 1 H. TAFD
5 | IR®AN T¢
Gl ais
Diundangkan di Rumbia |
pada tanggal 5 |[§€{>{‘£ntﬂ' 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

*

H.BURH&NUBDIN]&.

HS.NOY

BERITA DAERAH 'i“‘

BUPATEN H(}MEANA TAHUN 2018 NOMOR
!
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PEDOMAN P@L&KS&NMN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA INSPEKTORAT DﬂER&H KABUPATEN BOMBANA

& i
| BAB I
PENDAHULUAN
i

A. Latar Belalmng ; |
Salah satu upaja Pemerintah délam menindaklanjuti tuntutan aspirasi
reformasi adalah dlterbrtkannya Undang undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Pen}relenglgara Negara Yang Bermh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme [KKN] ' Kebijakan terbebut mengarah pada perkembangan
akuntabilitas k.melzja aparatur. i;

Sebagai pen]aba:q.n lebih lanjut dltprbxtkan Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pe]ﬁksan&an Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan nﬂegara Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain
menjelaskan bahm#a yang dimaksud peran serta masyarakat adalah peran aktif
masyarakat untul-c ukut serta meﬁu;udkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas th}rupm Kolusi, dﬁﬂ Nepotisme yang dilaksanakan dengan
mentaati norma h , moral dan snpma! yang berlaku dalam masyarakat
Dengan demikian 2 {f.lua} hal penting yang perlu diperhatikan adalah :

1. Tindakan hukum terhadap | pelaku tindak Korupsi, Kolusi. dan
Nepotisme Pang khusus dimjhkan kepada para Penyelenggara Negara
dan pejabat "lam yang mcmllﬂa fungsl strategis dalam kaitannya dengan
penytlcng;gara?.n negara sesua.k dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Pemberdaya#,n masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang |hersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan ha.k|dan kewajiban ya.pg dimlliki, masyarakat diharapkan dapat

lebih tﬁl"hll.!(ﬂ dalam meiak*anakan kontrol sosial secara optimal

terhadap P%nyelenggara Neg: sesuai dengan ketentuan peraturan

Pcnmdang-undangan yang hctm

Melalui kedua kebijakan ﬂlatas diharapkan dapat menumbuh

kembangkan hLll*hal penting s?bagal berikut:

; i Penye:lenggé.ra Negara semerlun berhati-hati dalam melakukan tugas
fungsl dan tanggung jawaﬁ di bidangnya maslng-masing sehingga
berdampak pada percepatan penurunan prosentase tmc?

g




B. Dasar Hukum |
1.

yang dﬂwaFa Ini masih bangak terjadi dl kalangan
Apara N‘cgaratf:mtama Fparatur pemerintah yang ada di Daerah.

. berbagm tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti
: ya melalui intensifikasi penanganan
pengad ‘masyarakat olel S€mua unsur aparatur negara terutama
aparatur‘pémt?:nntah yang .ada di daerah melalui siklus penanganan
yang dlkt:rpms secara ko#prehenslf terkoordinasi, terpadu dan
sinergik ¢ m:a saling mengl'L)rmatl hak, kewajiban dan wewenangnya
masing- #mg berdas.a.rkqn peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Secara bertahap keberhasilan menanganl pengaduan
ma i:' dﬂmraplmn| dapat mempercepat  perwujudan
penyeiengﬁraan pemennqahan yang baik (Good Governance).
Teru |dgalaau:n mem pelayanan, pengayoman dan
pemberddyﬁian kepada ma t. Dari analisis data yang dihimpun
dari bcrl;lagiaj instansi per*penntah dalam penanganan pengaduan
masyarakatl dan pcnctrmatan terhadap hal-hal tersebut di atas,
dlpandang | perlu Bupa Bombana menerbitkan Pedoman

Pelaksan&ax? Penanganan F ngadua.n Masyarakat pada Inspektorat
Daerah !{atﬁlpaten Bombaqa sebagai acuan pelaksanaan agar pada
tahapan natausaiman p%na.nganan dan pemantauan pengaduan
masy t| dapat terselenmara dengan efektif dan efisien serta
terkoordi | #1 dan dapat dl];u,jrtimggung}awahkan kepada masyarakat.

T

Undang-uni'la.*'lg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bebaal d+,n Korupsi, Kull.ml dan Nepotisme;

Undang-ung apg Nomor 31 Ta.Flun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Plidﬂng-undang Ntlpmnr 31 Tahun 1999;

Undang*Un‘Eapg Nomor 5 Tﬂ.*:un 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran egara Republik Irifdﬂnesm Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-un ang Nomor 30 Ta{aun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi; :
Undang—unJiang Nomor 17 Ta]iun 2003 tentang Keuangan Ncga.ry\




Maksud dan Tujuan

¥

1

Undang-undang Nomor 23 'l‘ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiman 4 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tennam% Pemermtahan erah;
Peraturan Pbrﬂeﬁntah No r 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Ma:ﬁyaralmt Dalam Penyelenggaraan Negara;
Peraturan Ppmenntah Nm:nF:r 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta ' arakat dan Pemberian Penghargaan
Dalam Pen e%ahan dan Pembs rantasan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan | Menteri Pendﬂyagunaan Aparatur Negara Nomor
PER;ﬂﬂ;MlPAN;m;zunﬁ tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan lli’u‘r:rllk, '
|

Maksud |

inj :Fiimaksudkan qlebagal acuan bagi Inspektorat Daerah
Kabupaten bana agar da.'am penanganan pengaduan masyarakat
dapat lebih| terkoordinasi eﬁ.}kﬁf, efisien dan dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakq!;t sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- ncfangan yang berFlm.

Tujuan ! '

Dengan ada.t‘rjrz* pedoman Ini pkan pengaduan masyarakat dapat

dengan ce ti dan tepat thangam dalam rangka mendukung

terwujudnya nyelenggamn pemermtah yvang balk (Good Governance)

dan bebas Korupsi, Kolusi dan I1:\11,=.',-1:p<'.ttistn-nnf: (KKN).

Pedoman

Terselesai | ya penangana.n? pengaduan masyarakat secara tepat,
tertib, cepat dan dapat d:pertanggung]awahkan kepada masyarakat
sesuai den ketcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terciptanya kmrdmasl ant.a.T lembaga/instansi yang baik dalam
menyelasaikﬁ.n penanganan perhgaduan masyarakat;

. Mendukung |tﬁrm.1_}udnjna kcpﬁmenntahan yang baik dan percepatan

pemberanta Korupsi, Kolusp dan Nepotisme dl lingkungan Instansi
pemerintah trupaten Bnmbana

Menumbuhkembangkan parh$1 si masyarakat secara tertib dan
bertanggung rIawab dalam ;melakukan kontrol sosial terhadap




aparatur pern rintah.
e. Ruang Lm.gku?

pcmmntahan dan pelayanan masyarakat oleh

Pedoman ini meﬂﬁakup penanganan pengaduan masyarakat yang diterima
satuan kerja Pehmnnt&h Kahrul:lﬂtm Bombana yang disampaikan secara
tertulis baik iﬁnﬁl,laim surat ma pu.n media elektronik secara jelas dan

bertanggung _]awah
f. Pengertian | } ‘

[ i

Apamn.h- [l‘ire:gam adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara
serta p#nifcnntah \ negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan
pemenritafmn sebagai a I negara dan abdi masyarakat, bertugas
dan bﬁ:rtanggung Jawatr atas penyelenggaraan negara serta
senantiasa mengabdi dan| setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan
c:ta-cm;J rjuangan bang;#a dan negara berdasarkan Pancasila dan
Undan#undang Dasar 1945;

Aparatur |Pemenntah :bupaten Bombana, adalah perangkat
pemerimaf'l untuk menjal :_ kan tugas-tugas umum Pemerintah dan
pelayan | masyarakat, di Kabupaten Bombana termasuk aparatur
Pereko lmn Kabupaten k ombana;

Penyelemg?ar& Negara, acfﬂlah Pejabat Negara yang menjalankan
fungsl elkslpehmf legeslatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
fungsl dan tugas pokok nya berkaitan dengan penyelengaraan
negara Feimm dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; !
Instansi #cmmntah Kabupaten Bombana adalah Satuan Kerja
Pemenr#ﬂil Kabupaten Bumbana

Pengawasan fungsional | (wasnal), adalah pengawasan yang
dllakuka.n oleh aparat pengawasan secara fungsional baik Intern
pemeri h maupun eksFem pemerintah, terhadap pelaksanaan
| i n dan pelayanan masyarakat agar sesuai
dengan ir&nca:m dan ke ntlm.n peraturan perundang-undangan
yang berlaku; |
Aparat Pengawas Intern PTnenntah (APIP) terkait, adalah APIP yang

tugas ptT »k dan fungsiny. | melakukan pemeriksaan terhadap obyek
pemeri yvang diad sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan g berlaku, dan atau atas permm7

“}




10,

i 5

12,

13.

14.

15.

Lembaga Penyidik Tinda.ﬂt Pidana Korupsi/ Instansi lalnnya yang
terdiri 34'1 BPKP;
Inspek r]ht Jendral Departcmen Inspektorat Utama/Inspektorat
LPND, |Satuan Pengawaaan Intern (SPl) dan Bawasda Propinsi/
Kabupatcnf Kota;
Penga m masyamkaﬁ (wamas), adalah pengawasan yang
dilak | 1-1 olech warga _masyarékat terhadap penyelenggaraan
pemcn:rtﬂhan '
Pengaduan masyarakat, a?,lalah bentuk penerapan dari pengawasan
mas }rar*xkat yang d:samp#skam oleh masyarakat, baik secara lisan
maupm? tertulis kcpada, Aparatur Pemerintah terkait, berupa
sumbaﬂgan pikiran, fuam.rJ(, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang
berslfaﬂmpmhangun, ;'

Pﬁﬂgﬂdlflﬂ? berkadar panawasan adalah pengaduan masyarakat
yang isinya mengandung informasl atau adanya indlkasi terjadinya
penyimpangan atau n};alahgunaan wewenang oleh aparatur
negara, m dapat mengklbatkan kerugian masyarakat/ negara
dalam qmgka penyelcn@faan pemerintahan;

Pﬂngadum tidak berkadar pengawasan, adalah pengaduan
masyaquat yang isinya ﬁmmgandung Informasi berupa sumbang
saran, lv&ntrtk yang konstrukt]f dan lain sebagainya yang bermanfaat
bagi i mnﬁlelmaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat; |

Penang;inan pengaduan nliasyamkat adalah proses kegiatan yang
mehputq |penerunaan hxncatatan penelaahan, penyaluran,
knnflrmasi' klarifikasi, per:ehtlan pemeriksaan, pelaporan, tindak
lan_]utdhnpeng&rsxpan i

I{onﬂrmhaJ yaltu proses i;cg;latan untuk mendapatkan penegasan
mcngenm |kcberadaan tm*iapur yvang terldentiflkasi, balk bersifat
pcmmngaﬂn kelompok :?aupun instltusional apabila mungkin
termasuk masaiah yang dﬂapnrkan

Klal'lflkIJBl yaltu proses penjermhan atau kegiatan yang berupa
mﬂmbertkan penjelasan Jnengena] permasalahan yang diadukan
pada pr[opors: yang sebe*namya kepada sumber pengaduan dan

instansi pemerintah tertentu;




16. Terlapor, adalah apa.ratui' pemerintah atau lembaga tertentu yang
diduga mFIakukan penynnpangan atau pelanggaran;

17. Tindak lﬂ]n_]'l.lt adalah suarl:u kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan
oleh Pimpma.n mstanﬁi;’ unit kerja yang berwenang atas
rekomendasi atau sarm.’r aparat pengawasan berdasarkan hasil
peneli . atau penmnkaaan suatu kasus tertentu yang diadukan
oleh mTayarakat

18. P'a:t:mpadl masyarakat, Eirda]ah peran aktif masyarakat untuk ikut
serta xﬂeﬂrujudkan Ftn_ve nggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari qupps,i Kolusi Nepotisme, yang dilaksanakan sesuai
dengan| norma, hukum, nhm moral, sosial dan budaya yang berlaku
dalam ma;syamkat

g. Prinsip Pcnangaqan Pengaduan asyarakat
. Prinsip penaAganm pcngadu masyarakat ini merupakan nilai dasar
yang wa_ub‘dmlpednmmn oleh %[nspektnrat Daerah Kabupaten Bombana
dalam menangani pengaduén masyarakat. Adapun prinsip-prinsip
tersebut q'h : |
1. Dbyektivita*, ibahwa kegiatsin penanganan pengaduan masyarakat
harus berd{laérkan fakta atmit bukkti yang dapat dinilai berdasarkan

krileria tertqrntu yang ditetapka n,

2. Koordinasi, Ibahwa kegiatan pﬂnanganan pengaduan masyarakat harus

dila dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang
berwenang qliam terkait bcrdasx?.rkan mekanisme, tata kerja dan prosedur
yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikaaan sebagaimana
. mestinya;
3. Efektivitas dalgn efisiensi. b wa kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat h!fams dﬂakmnalqan secara tepat sasaran, hemat tenaga,
waktu dan lplab(a, !

4. Akuntabﬂlt?s:' bahwa proacs kegiatan penanganan pengaduan
masyamkatl tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada masya t sesuai dergan peraturan perundang-undangan dan
prosedur yahg berlaku; !

5. Kerahasiaan, bahwa pl:na:;'Lga.nan terhadap suatu pengaduan
masyarakat! dilakukan secam hati-hati dan dijaga kerahaslaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Transparansi,) bahwa haaél kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat diinfornasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur ?




Jelas dan \terbuka, sesuai 4:&cngm ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB I
#Nﬁmusmm PENGADUAN MASYARAKAT

Setiap peng&duﬂ r:raayarakat yang diterima, perlu dilakukan penatausahaan
oleh Inspektnrat‘ Daerah Kabupmrn Bombana dengan tahapan sebagai
berikut: |
A. Pencatatan . .
Pencatatan | | dnlakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan |/
pengadmml#trasmn yang hcrlgku pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Bombana, #lengan cara manual atau penggunaan sistem aplikasi
komputer sjsuaﬂcan dengajl prasarana yang dimiiiki. Hal-hal yang
perlu dicata ppd& proses pencatatan pengaduan masyarakat :
1. Data Sur& ngaduan, mel.kpun :
- Nomor nda
- Taﬂgga.liagienda
- Tanggﬂl aﬁr&t pengaduan |
- Kategori sprat '
- Perihal | |
2. Identitas Ipc?apor meliputi:
|

- Nama
- Alamat !
g Kabupaﬁlcn:,
Pmpmsl. |

- Pekerjaan

- Kategori P¢:1apor
3. IdentitasLlapon meliputi :|

- Nama |

- NIP/NRP
- Alamat | ;
- Jabatan
- Instansi /Terlapor
- Kategori Ijsta.nsi

4. Lokasi kaaulm meliputi :

- Desa/Kelurahan p\ /
/

/

- Kecamatan i




- Kabupaten
- Propinsi

Contoh format Pencatatan / pengadmistrasian. sebagaimana tertera pada
lampiran 1. ; i §

B. Penelaahan
Pengaduan ‘yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan
berdasarkan kode jenis masai th. sebagai berikut :

Ptla}ranar masya:akat |

Knrupm;'pdngh ;

Kepcgawjn;’ ketenagakerjaan

Ptrta.nahan{f perumahan |

Hukum/peradilan dan Hak Azasl Manusia (HAM)

Kewaspac EIEI Nasional

TatalaksaneL pemerintahan/birokrasi

Lingkungsml hidup, dan |

10. Lain-lain, : |
Rincian lebih lanjut pada jenis masalah tersebut dapat dllihat dalam
lampiran| 2, dan apabila terdapat jenis masalah yang belum
tercanturn -Iﬂalam kode jenis masalah tersebut, dapat ditambahkan
sesuai de gﬁn kebutuhan Instansi masing-masing.

Langkah-langkah penel n materi pengaduan masyarakat setidak-

tidaknya Jlfna:lipuﬁ kegiatan-kegiatan scbagai berikut :

1. Merumuskan inti masaiah yang diadukan;

2 Menghju i1mglsaau-1 mate pengaduan dengan peraturan yang
rclr:va:} |

3. Memnﬂksa dokumen daqifatau informasi yang pernah ada dalam
kaltannya dengan materi [pengaduan yang baru diterima;

4. Mcmqu skan rencana 1:‘cnanganan atau langkah-langkah yang
dlperﬂker_n, seperti : klas:ﬁkaai konfirmasi, penelitian atau
pemerikman mvesugasl untuk membuktikan kebenaran materi
peng&dU@ |
Hasil penelaahan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan
dalam 3 (tiga) kategori, YE_iSitL'l :

a. B::r Pengawasang

Penaqganan pengadx,la.n masyarakat berkadar pengawa

ad&lalju sebagai henkut; : 7“

e i R e i

b,




1.| Pengaduan masyﬁrakat yang berkadar pengawasan dengan
id!pnhtas pelapor r]ﬂlas dan substansi/materi laporan logis
d#n memadai ha.rus segera dilakukan pemeriksaan untuk
membuktikan ke enaran informasinya;

4L P#ngadua.n masya; t yang berkadar pengawasan dengan
rdpntttas pelapur tidak jelas, namun substansl/ materi
La{)oran logls memadai harus segera dilakukan
pﬂmerlkaaan unux‘k membuktikan kebenaran informasinya;

3. Pdngaduan masyal
pdf:nﬂtaa pelapor
El memadai

t yang berkadar pengawasan dengan

chElS, namun substansi/meteri laporan
rlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi

r;:’::elum dﬂmerikmn;
4, uan masyarakat yang berkadar pengawasan tetapi

'pe asalahannya yang sama, sedang atau telah dilakukan
pelm:nksaan, dxjathk,an tambahan Informasi bagi proses

dirnhuknan
b. Ti Berkadar Pen

Pe:*gdrduan yang ti berkadar pengawasan disampaikan
kq:fada Pimpinan In‘tumm yang berwenang untuk dijadikan

hakﬁ informasi atau untuk bahan pengambilan keputusan/
kchrljakan sesuai de materi yang dilaporkan!
c. Lain-]am FT:‘
Pengaduan masyamkklt yang identitas pelapor tidak jelas dan
atau ll;ldal-: ada data yang layak serta menunjang informasi yang
diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor
yang ’;ﬁ&ﬂﬂ.‘l‘ﬂ normatif ttdak sesuail dengan ketentuan peraturan
peruqdang-undangang yang berlaku dan pemerintah tidak
munﬁi&:in memenuhirl?ya. tidak perlu dilakukan penanganan
lebih ‘ lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan
dﬂWﬂﬂt&Bi{ﬂI&ip. :
C. Penyaluran | 5
Penyaluran, qdalah suatu lfcglatan instansi penerima pengaduan
masyarakat untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi
I penanganan, tindakan korektif dan
i dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi
rlran ketentuan peraturan pemndang—lb
i /




D. Pengarsipan .
Penataan dnl-numen atau pquarsipan yang baik dimaksudkan untuk
mempcrmut%ah dan memﬂerccpat pencarian kemball dokumen
pengaduan mﬂsyamkat bila aktu-waktu diperlukan. Penyimpangan
dokumen d.tatur berdasarkaq klasifikasi jenis masalah, satuan kerja
terlapor . urutan ! pengaduan, yang penyimpanannya

disesuaikan dél:ngan sarana dan prasarana yang ada serta berdasarkan
prosedur pe%g*ftrsipan yang bel‘;laku.

BAB i1
PRD#E:F PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pengaduan pﬁmraka yang telah dicatat, ditelaah dan diklasifikasi
menurut masa]arl | serta dikelou?pukkan menurut kategori berkadar
pengawasan dan tidak berkadar wasan. Langkah selanjutnya adalah
mencari bukti me

. masyarakat yang berkadar pengawasan
bagai berikut :

Proses pem
dilakukan melalui
A. Konfirmasi qan Klasifikasi
3 Konﬁrmain :
Tﬂhﬂp-!ﬂiﬂ? kegiatan konfu‘il_nasi dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi tﬂrlapm‘.@
b. M la.lmlqm komunikasi da pimpinan Instansi terlapor;
c. Men 4nformaﬁl tambahan dari sumber lain atas permasalahan
yang diadukan; i'
d Menguind:ulkan bukﬁ-buﬁ:ﬁ awal sebagai bahan pendukung.
Hasil dan F{)nf irmasi penﬁﬂduan masyarakat berupa kesimpulan
tentang ll'.es{akman menge i kenyataan keberadaan oknum yang
teridentifikasi dalam saduan masyarakat, dan kesimpulan
tentang ngr atau tida]m ; d.llﬂkllkﬂ.ﬂ pemeriksaan atau investigasi
yang lebih mendalam atas permasalahan yang diadukan.
Apabila k: simpulan hasil ktmﬁmaﬂ atas permasalahan menyatakan
tidak per dJ]akukan pemeriksaan atau Investigasi, maka instansi
penerima pcngaduan melamorkan hasil konfirmasi kepada sumber
pengaduan Jian pihak-p terkait.
2. Klasifikasi Lhajl
Tahap-tahap kegiatan klasifikasi dapat dilakukan sebagai berikut.: b.
: /




a. Pengecekan permasalahan yang diadukan kepada sumber-sumber
yang | dapat diperta.hlggung jawabkan berkaitan dengan

pe:j:s?la}m yang dmnﬁukan,
b. Pe Fan kondisi yang senyatanya terjadi berdasarkan

Rtm#m peraturan pe dang- undangan }rang berlaku;

untuk memrpqmlch bulkti- bulFu yvang cukup, kompeten, relevan dan
berguna. |

Kegiatan elhtmnfpemm ini mengacu kepada sistem, prosedur
dan keten serta arah d kebljaksana.an intensifikasi penanganan
pengaduan #asyamkat pada setiap instansi penerima pengaduan untuk

memperoleh. bukti fisik, biuktl dokumenter, bukti lisan, bukti
perhitungan | i dari spesi
kebenaran rinasalahan.

setidak-tidaknya mencakup kegiatan

1. Peneliti lf]ivemcﬁkaaan dil dengan Germat. cepat. mmdah
ggungjawabkan, vaitu dengan cara :

a. Pemeriksa yang berkompeten;

b. Men sqn Program Ke:r] Pemeﬁkaaan (PKP);
c. Men tlikan metode per#enksaan

d. Mene 'tulkan waktu/ lnkahl yang diperlukan;
e

f

a. Pimpu'mn satuan kerja tﬂlﬂapur,
b. Pimpi a.m satuan kerja p&nenma pengaduan;

3. Terhadap, pengaduan mashramkat yang dinilai penting, strategis,
berdam nasional dan ]ﬁntas sektor, Tim Pemeriksa terdiri dari

APIP instansi terkait; i

4. Memberikan perlindungan ILuku.m dan perlakuan yvang wajar kepada !h

pelapor dan|terlapor.

/




|
| |
C. Pelaporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan
1. Laporan hasi penanganan pengaduan masyarakat wajib dilakukan
oleh pejabat yang berwenéng atau tim yang ditunjuk melakukan
kanﬁrma?i ldan klasifikasi, pem:hhan,f pemeriksaan terhadap terlapor
sesuai dlengan ketentuan yang berlaku dan ditujukan kepada
plmpmanq; instansi atau pe_]abat pengawasan intern yang berwenang
di masin'g masmg instansi% yang bersangkutan dengan tembusan
p:mpman| mstanm terkait.
2. Laporan haa:l pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jelas
dan dapﬁt Fllpcrtanwmg[awahkan serta memuat kesimpulan dari
hasil kmé:ﬁnasi dan klasifikasi, pemeriksaan/penelitian dengan data
pendukuﬂg serta saran tin lanjut.
3. Fenanganlm pengaduan mak;yars.kat harus dapat diselesaikan dalam
jangka wﬁkﬂ:u paling lambat 3 (tiga) bulan setelah surat pengaduan
diterima oleh instansi yang menangani, kecuali instansi yang

men
dipe
4. Secara betkala (setiap bulan) unit pelayanan publik wajib melaporkan
 perkem . ; penanganan pengaduan masyarakat yang langsung
diterima pld!:h instansi mﬁsing—masing kepada Bupati dengan
menggunah{eqln contoh Lampn‘an 5 dan 6.
I

| b
TINDAK L.mn.i;r DAN PEMANTAUAN PENGADUAN MASYARAKAT

i | dapat mq*mb&nl-nan alasan yang dapat

A. Tindak Lanjut Hasil Penelitian /P
1. Terhadap *’cl apor

a. Apabila hasil pemeriksaa.L pengaduan dari pelapor tidak terbukti
kﬂbcna#mnya maka pmrpman instansi atau pejabat yang diberi
wcwcnang, menyam nﬂormam tersebut kepada pelapor;

b. Selama ppngaduan masl dalam proses penanganan, pimpinan
Instansi atau pejabat ya.ﬁug benwenang berkewajiban melindungi
pelapor {Format tﬂriampﬂ'

2. Terhadap Terlapur

a. Apabila hasil pemenkaaan tidak mengandung kebenaran, maka
pimpinan | instansi atau pejabat yang diberi wewenang segera
mengembgiikan nama baik terlapor;




B. Pemanfaa

b. Apabila

hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, maka

pimpnmh instansi atalltl pejabat yang diberi wewenang segera

men
c. Lapuran

bil tindakan seshm dengan ketentuan yang berlaku.

hasii pena.nga.F:an pengaduan masyarakat agar segera

dmndflldanjuu sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Setiap pimp
lanjut pen

. Pemnantauan
Masyarakat
1. Peman taua.ti

Menumb?hl

kontrol |sasral yang sqhat
|

laemungk*n&n tindakan

masyarahatL

Hasﬂ Penangana*: Pengaduan Masyarakat

instansi pcmfnntah dapat memanfaatkan hasil tindak
an pengaduan|ﬁmsyarakat antara lain:
kembangkan erhalpas: masyarakat dalam membangun
sekaligus mencegah timbulnya
ﬂrjtarl-us dan main hakim sendiri oleh

Sebagai qala.h satu tolok Lhﬂ.ll’ ( barometer ) untuk mengukur dan

mengetal'*m

pemerintgh;

kepercayaan Iﬁnasyarakat terhadap kinerja aparatur

Membanq{urgl citra &p&l‘ﬂt!i.ll’ pemerintah yang etis, bermoral,

profesional,
pemerin |
dan pela
Memper

kerja dan1

transparan, beﬁtangung’awab dan jiwa karsa aparatur

dalam pen ggaraan pemerintahan, pembangunan
masyarakat; |

kclemahan kelernahan dalam pengorganisasian, metode

tatalaksanaan |blmkrasm pemerintah, khususnya bidang

pel&yanan masymkat dan |pcncegahan praktek Korupsi. Kolusi dan

Nepotisme;

anbangLrJ kepekaan dhn mengefektifkan fungsi manajerial
j

i perumusan kebijakan, perencanaan,

dan laporan pertanggungjawaban di

semua jeri,]apg birokrasi pcnienntah

Mengefckq]ﬂ-;an pelakaanann

melekat;

Mene

demokratls. |
dan Koordinasi

Dalam rar
pengaduan

pengawasan fungsional dan pengawasan

| hukum dan headjlsm secara tertib, proporsional dan

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

mengefektlﬂcah pemantauan tindak lanjut penanganan
asyarakat dapiif,t dilakukan :

7t




a. Secara Langsung
1. Pemutakhiran data

2. t-rapat koordmﬂ:s: teknis
3. Kunjungan ke lapangan/ instansi yang menangani

b. Secarfa Tidak Langsung
| 3 i o .
1. M ia_ll.ux komunikasi 4}61(1‘[‘0!111{
2. Melalu surat mﬂnymi-at

!
2. Koordin "I

Dalam e*lgefektlﬂcan pehanganan pengaduan masyarakat dapat
dilakukan lkuordmam aecarﬁ internal dan eksternal.
1. Koord Tm internal

a. Antar pejabat/unit kﬂﬁﬂ di lingkungan instansi masing-

[ b. tar' pejabat/unit kerja yang menangani pengaduan
| ﬁrakat dengan pejahatfunit kerja lain di lingkungan
msta.tllsl tertentu. '

. Kmrd{n:*s; eksternal Apamt Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
a. Andraq pejabat APIP dan atau yang menangani pengaduan
masyarakat
b. Am}ar pejabat APIP dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Neéara;
c. Analar pejabat APIF" dengan masyarakat dan organisasi
kcr*m.syﬂrakatan |
Pelaks %mrmnas: ekstelrnal dapat dilakukan dengan membuat
. Surat Keputusan $ei'sama (SKB) anth.m APIP, Aparat Penegak Hukum, pejabat

negara yang terkmr. qan masyarakat, |

D. Sanksi |
Pimpinan in u%.nsi dan atau umt kerja yang menolak pemeriksaan oleh

aparat pengawasan fungsmrpal yang berwenang dan atau tidak
menindaklan ']\.Jtl Fﬂkﬂl‘ﬂﬂl‘ldﬂ.$ laporan hasii pemeriksaan atas
pengaduan syamkat sebag; a mestinya dan atau melindungi
aparatur yang melanggar at ; dikenakan sanksl administrasi dan
atau sanksi lain sesuai keten peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.




BABV
PENUTUP

! |
Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bagi Inspektorat [ilacrah Kahupaté:n Bombana ini diharapkan para pejabat
yang bertugas menangani pen aduan masyarakat dapat meningkatkan

intensitas dan *ualitas pelay pengaduan masyarakat. Langkah
selanjutnya mendorong pimpinan instansi/ unit kerja dalam menindaklanjuti
temuan-temuan dan hasil penga | masyarakat guna memperbaiki mutu

manajemen intern instansi peme intah menuju terwujudnya pemerintah yang
balk dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
| i
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